
 

Croscutting dengan Eselon III UMK

Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermartabat di dukung pemerintahan yang 
akuntabel dan profesional VISI 

CASCADING DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA  

MISI 
Misi 1: Memperkuat  Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, 

Eektif, Demokratis dan Transparan 

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntable dan 

Kinerja Strategis 

1. Opini BPK 
2. Nilai SAKIP 
3. Nilai LPPD 
4. Level Maturitas SPIP  

Kinerja Strategis 

Terwujudnya Pemerintahan  yang Akuntabel  dan 

- Nilai AKIP Dinas  Koperasi UKM dan Tenaga Kerja  
- Nilai RB Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja  

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi 
UKM dan Tenaga Kerja 

- Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen 
Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi (2021:100%, 
2026:100%) 
- Ketepatan waktu pelaporan dokumen 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
- Persentase Kinerja Bidang yang tercapai 

Meningkatnya Kualitas layanan 
Internal Dinas Koperas i UKM dan 

- Jumlah pengaduan dan saran yang 
ditindaklanjuti  
- Persentase Dokumen Publik dan 

Meningkatnya Kualitas Dokumen 
perencanaan, Pengendalian, Evaluasi 
Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja 

- Jumlah dokumen perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi 

Crosscutting dengan Kominfo 
Crosscutting dengan Setda, Inspektorat 
Daerah, Bapedalitbang, BPKPAD  

Misi 3: Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan 
Unggulan Daerah 

Meningkatnya  kapasitas SDM UMK 

Kinerja  Taktikal 

Kinerja  Operasional  

1.  Jumlah UMK yang terfasilitasi dalam 
pengembangan produksi, pengolahan dan 
pemasaran, SDM desain dan teknologi (2021=....;  
2026=......)  

UMK yang difasilitasi Perizinan, sertifikat dan 
kemitraan 

1. Jumlah UMK yang difasilitasi  permodalan  
(2021=....;  2026=......)  
2. Jumlah UMK yang bermitra dengan 
perusahaan atau badan usaha lainnya 
(2021=....;  2026=......)  
3. Jumlah UMK yang difasilitasi Perizinan dan 

Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi 

Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi  
kreatif (2021 = 4700; 2026 = 7200)  

Berkembangnya ekonomi  kreatif 

Jumlah Omset usaha ekonomi kreatif (2021 = 7,2 M ; 2026 = 50 

Meningkatnya  Koperasi Berkualitas 

Persentase Koperasi berkualitas 

Meningkatnya pemberdayaan 
dan pengembangan usaha 

1. Jumlah produktifitas, nilai 
tambah, akses pasar, akses 
pembiayaan, penguatan 
kelembagaan, penataan 
manajemen, standarisasi 
(2021=....;  2026=......)  
2. Jumlah SDM yang 
memahami pengetahuan 
perkoperasian (2021=....;  
2026=......)  

Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang 
Nyaman dan Berkesan 

Meningkatnya Kapabilitas  Birokrasi  1.2 

1. Indeks Kelembagaan 
2. Indeks SPBE 
3. Indeks Inovasi Daerah 
4. Indeks Profesionalitas ASN 

Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah 1.2 

Nilai Inovasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga 
Kerja 

Meningkatnya Inovasi Dinas Koperasi, UKM dan 
Tenaga Kerja 

Jumlah Inovasi 

Crosscutting dengan Bapedalitbang  

Meningkatnya Kualitas SDM Dinas Koperasi UKM 
dan Tenaga Kerja 

 

-Persentase jumlah SDM yang mengikuti 
peningkatan kapasitas  

Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi  Secara 

1. Nilai PDRB (ADHK) (2021 = 9,790 Triliyun  Rp ; 2026 = 11,923 
Triliyun Rp) 
2. Indeks Gini (2021 = 0,253 ; 2026 = 0,250)  

Terwujudnya  Reformasi Birokrasi yang  berkinerja tinggi  

Indeks  Reformasi  Birokrasi  (2021=CC 56,18;2026=(B) 65) 

Meningkatnya Keterbukaan dan Informasi 

- Kategori keterbukaan informasi publik 
- Indeks Kepuasan terhadap masyarakat 

KEGIATAN PERENCANAAN, PPENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
 
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 
1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
 
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
4. Penyediaan Barang Cetakan dan 
5. Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu 
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
 
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 
1. Pengadaan Mebel 
 
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
 
KEGIATAN PEMELLIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSANPEMERINTAH DAERAH 
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan 
2. Pemeliharaan Peralatan  dan Mesin LainnyaPemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
 

PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN 
PINJAMKOPERASI YANG WILYAH KEANGGOTAANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH 
KABUPATEN /KOTA 
Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 
 
 PENDIDIKAN DAN LATIHAN  PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH 
KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 
 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan 
kompetensi SDM Koperasi 
 
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAAN DALAM 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 
 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses 
Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, 
Struktirisasi, dan Rekruturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 

 PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, 
KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN 
KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN  
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro  
 
PENGEMBANAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA 
USAHA MENJADI USAHA KECIL  
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan 
Pengolahan, Pemasaran, SDm, sera Desain dan Teknologi  
 

KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK) 
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 
 
KEGIATAN PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 
 
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA 
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online  
 
KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN 
INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan 
Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah 

KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN 
SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL   
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan 
Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi  

Meningkatnya  Daya Saing Sektor Unggulan 

Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha 

Meningkatnya implementasi PP dan PKB pada perusahaan serta 
mediasi  kasus hubungan industrial 

Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan  

Meningkatnya  Koperasi  Sehat 

Jumlah koperasi sehat 

Meningkatnya pengawasan 
koperasi 

1. Jumlah KSP/USP dan 
KSPPS/USPPS yan memiliki izin 
usaha simpan pinjam 
(2021=....; 2026=......) 
2. Jumlah pemeriksaan 
kesehatan koperasi (2021=....; 
2026=......) 

Meningkatnya  aset dan omset UMK  

Persentase peningkatan aset dan omset 

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pesisir Selatan 
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Meningkatnya kompetensi dan produkti vitas tenaga kerja  

Jumlah tenaga kerja yang kompeten    

Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan  

Jumlah tenaga kerja yang di tempatkan 
 

Menurunnya Pengangguran  

Tingkat Pengangguran  Terbuka (2021 = 5,97 ; 2026 = 6,30)  

Terciptanya Hubungan Industrial yang harmanis, dinamis dan 

Persentase perselisihan hubungan industrial terselesaikan 

Meningkatnya pencari kerja yang dilatih berdasarkan unit 
kompetensi  

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 
kompetensi 
 

Meningkatnya  pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja 

Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam 
pasar kerja melalui situs online 


